BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 2z TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (3) dan pasal 23 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor S
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya ,
pemberian Tunjangan Komunikasi Insentif dan
Tunjangan Reses serta Dana Operasional Berdasarkan
Kemampuan Keuangan Daerah;

bahwa untuk menentukan klasifikasi Kemampuan
Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelompok
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya

Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok  Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4348);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 , tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional;



10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya ,
pemberian  Tunjangan Komunikasi Insentif dan
Tunjangan Reses serta Dana Operasional Berdasarkan

Kemampuan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Dharmasraya.

Bupati adalah Bupati Dharmasraya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
vang berkedudukan sebagai wunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua
dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Dharmasraya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka
yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dan
telah mengucapkan sumpah/ janji berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu
daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan
Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula
sebagai dasar penghitungan besaran  tunjangan
komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana
Operasional Pimpinan DPRD.

9. Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Pasal 2
Maksud ditetapkan Peraturan Bupati adalah untuk
memberikan kepastian dalam menentukan besaran pemberian
Tunjangan Komunikasi, Insentif, Tunjangan Reses dan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD;

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai dasar dalam
perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan.

BAB II
KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4
Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (Tiga) kelompok
yaitu:
a. tinggi;

b. sedang; dan
c. rendah.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 dikelompokkan sebagai berikut:

a. diatas Rp. 550.000.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh
Milyar Rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan
daerah tinggi;

b. Rp. 300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyar Rupiah) sampai
dengan Rp. 550.000.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh
Milyar Rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan
daerah sedang; dan

c. Dibawah Rp. 300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyar
Rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah
rendah.



(1)

(2)

Pasal 6

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan data
realisasi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran
2019.

Perhitungan kelompok kemampuan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim
Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 7

(1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan derah

(3)

(4)

(5)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung
berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi
dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.

Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:

a. pendapatan asli daerah;

b. dana bagi hasil ; dan

c. dana alokasi umum;

Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah dana yang bersumber dari transfer
Pemerintah  Pusat yang bersumber dari Dana
Perimbangan.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas :

a. belanja gaji dan tunjangan ASN; dan

b. tambahan penghasilan pegawai ASN.

Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (a) terdiri dari :
. gaji pokok ASN;

. tunjangan keluargs;

. tunjangan jabatan;

. tunjangan fungsional,;

. tunjangan PPh/tunjangan khusus;

pembulatan gaji;

. iluran BPJS kesehatan;

e My o o0 gt

.iuran jaminan kecelakaan kerja/kematian

tunjangan profesi guru;

—

tambahan penghasilan guru; dan

T

.tunjangan khusus guru sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.



Pasal 8

(1) Perhitungan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 adalah sebagai berikut:

a. | Pendapatan Umum Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

Rp. 78.882.919.152,

2. Dana Bagi Hasil

Rp. 15.828.178.551,-

3. Dana Alokasi Umum

Rp. 524.888.502.000,

Jumlah Pendapatan Umum Daerah| :

Rp. 619.599.599.703,-

b. | Belanja Pegawai Daerah :

L

Gaji Pokok/Uang Representasi

Rp. 175.555.931.871 1

2. Tunjangan Keluarga Rp. 17.682.856.295,
3. Tunjangan Jabatan Rp. 6.328.946.980,
4. Tunjangan Fungsional Rp. 12.408.572.000,
5. Tunjangan Fungsional Umum Rp. 2.079.630.000,-
6. Tujangan Beras Rp. 9.501.367.785,-
7. Tunjangan PPh Rp. 148.582.815,
8. Pembulatan Gaji Rp. 2.774.223 1
9. Iuran BPJS Rp. 5.018.435.655,-
10. JKK/JKM Rp. 1.437.571.435,-
b g?;;s};?ﬁafgigﬁlgﬂa Rp. 79.767.730.771,-
12. Tunjangan Profesi Guru Rp. 496.250.000,
13. Tambahan Penghasilan Guru Rp. 56.319.047.580,
14. Tunjangan Khusus Guru Rp. 4.676.637.600,-

Jumlah Belanja Pegawai

Rp. 371.424.335.010,

Selisih Pendapatan Umum Daerah
dikurangi dengan Belanja Pegawai

Rp. 248.175.264.693

(2) Berdasarkan perhitungan kelompok  kemampuan

keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kelompok kemampuan keuangan daerah Kabupaten

Dharmasraya adalah Kelompok Kategori Rendah.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal | Geflember 2020
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Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR ....



